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3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penlrrsunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minima.l (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1O5, Tambahan

trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehat€n Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan l,ayanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Ta-hun 2O18 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (lembaran

Daerei Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

5.

6.

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEIOLA BADAN

I.AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT AIR BELITI KAE}UPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa] 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang eelanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kes€hatan

Kabupaten Musi Rawas.
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6. Pusat lGsehatan Maslraral€t s€lanjutnya dkebut
Puskesmas adal,ah Puskesmas Air Beliti.

7. Unit Pelaksana Teknh Dinas 5rang selsnjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
di Lingkungan Pemerintah l(abupaten Musi Rawas.

8. Persngkat Dacrah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelengaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Fasilitas Felayanan Kesehatan adatah suatu tempet

]Iang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayaran keschatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rchabilitatif yang dilakukan oleh pcmerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyafakat.

lO. Pusat Icschatan Masysrakat yang selanjutnya
disebut sebagai Puskesmas adalah fasiEtas pelayansn

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

massErakat dan upaya kesehatan perscorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan prwentif, untuk mencapai dera,iat

kBehatan masyarakat yang setingi-tingginya di
wiLayah kcrjanya-

11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
digebut BLUD aaalah Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah daerah yang dibcntuk untuk membcrilen
pelayanan kepada maeyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau ja"" yans diiuat tanpa
mengu.tamakan mencari keuntungan darr dalam

mclakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efi sieaEi dan produlft ivitas.
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12. PoLa Pcngelol,aan Keuangan BLUD yang selanjutnya

discbut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan

lrang memberikan fleksibilit s berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkat&an pelayanan kepada maeyaratat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelol,a Puskesmas adelah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puske$nas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tctap, honorarium, insentif bonus atas
pr€stasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. IGpala adalah lGpala Puskesmas Air Beliti.

l6.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

kcuangan/banng BLUD pada batas-batas tertentu
yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

llrrlm.
17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bcrtahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit lGrja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selaqiutnya disingkat BLUD-hrskesmas adalah Unit
Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupatcn yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatart Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
s€rangkaian kegiatan pclayanan kesshatsn yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan pcnderitaan

akibat p€nyakit dan pcmulihan keschatan

pcrseorangan.
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2O.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untut<

memelihara dan meningkatkal kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaral keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yallg diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22. Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan

aset dalam ralgka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

pelayaaan kepada masyaratat.

23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengeta-hr-ran dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukaa

upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggun$awab terhadap kinerja operasional BLUD

yang terdiri atas pejabat keuangan darr pejabat teknis
yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur

yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD ada.tah rekening tempat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun anggaran b€rsangkutan ya-ng tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

5
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27.Btaya adalah sejuolah pengeluaran yang

ekuitas dana l,ancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLLID yang selanjutnya

dieingkat RBA a.{'lqh dokumen perencsnaafl bisnis

dan pengangaran tahunan yang berisi program,

target kinerja, dan anggaran BLUD-

29- Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang

selsnjutnya disingkat DPA-BLLTD .dalqh dokuEerl
yang memr.rat pendapatsn dan biaya" prolreksi 8ms
ka8, juElah dan kualitas barang dan atau jasa lrang
akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
p€laksanaan anggaran oleh BLUD.

30. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnJra disingkqt
Renstra Bisnis BLt D adalah dokumen 5 (limal

tahunan yang memuat visi, misi, program strategis,

kinerja dan arah kcbija*an
operasional BLUD.

31. Standar Pelayanan Minimaf yang selanjutnya
disingkat SPM adalah spesifikasi toknis tent rrg totqk
ukur layanan minimaf yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyaratat.

32. Basis alrusl adalah basis akuntsnsi yang mengekui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas ditErima atau dibeyar.

33. Praktik bisnis yang sehat adelah penyelenggaraan

fungsi organis'*i berdasarkan kaidah-kaidah
menajemen yang baik dalam rangka pemberian

layanan yang bermutu dan ber&esinernlrrtrgan,

I



34. Satuan pengawaa intcmal adalah perangkat BLUD

yang bertugas Bel,alnrkan pengawasan dan

pengendqlian intcmal dalam rangka membantu

penimph BLUD untuk merringkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan pcngaruh lingkungan

sosial sekitarnya (social rcs?on5itbfli,8/l dalam

menyelenggarakan bisnis s€hat.

SS. Laporan keuangan konsolidasian adeleh suetu

laporan keuangan yang mcrupakan gabungan

kescluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB tr

TATA KEIOI,A

Bagian Kesatu

Identitas PuBkesmas

Pasal 2

Rrskesmas Air B€1iti merupakan Puskes@as Rawat Jalan
yang terletak di Desa Dharma Salfti, IGcstnatan Tuah

Ncgrri, Kahnpotc0 Musi Rawas.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsiphin8ip Tata Kelola

Pasal 3

(1) Visi Puskesmas Air Beliti adalah:

rewqiudkra Keca.Eatan fuah Negeri Sehat Tahun

2022.

(2) Misi Puske.'n.s Air Beuti ad,leh:
a. meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Anak;

b. meningkatakan Pelayanan Keschatan yang

bermutu, Merata, dan Terjangkau;

c. meninglatkan Profesionalisme tenaga Keschatan;

d- meningkatlan peran scrta 'rrFryarakat .rabrrr

kemandirian untuk hidup sehat menqiu
Kecamatan Tuah Negeri SEHAT; dan

e. meningkatkan kerja s€ma Lintas Sektoral.



(3) Tata Nilai Puskesmas Air Beliti adalah:

o- C : Care and Coope*iue (M i dur kkerja
Samo);

b. A : A@untabb Papat Upefiarqgurqjquablem);

c. S : Spirit (ktangat); d$l
d. E: Effdhrc dan Eficienr @fe@ dan Efrsien).

(4) kinsipprinsip Tata lGlola antara lain:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas; dan

d. independensi.

Bagran Ketiga

Icdudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Air Beliti menrpakan Unit Felaksana Teknis

Dinas l(esehatan lkbupaten MuBi Rawas.

Bagian Keempat

'l\rjuan, fugas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

(U Tujuan dari Puskesmas Air Beliti:

a. mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku

sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan

kemanxpuan hidup s€hat;

b, mewujudkan masyarakat yang 'nahpu
menjangkau pelayanan kesehatart bermutu;

c. mewujudkan Easyarakat yang hidup dal,"n
lingkungan sehat; dan

d. mewujudkan masyarakaat yang memiliki derajat

kesehatan optimal, baik individu,

kelompok, dan masyaral(al
(2) Puskesmas mempunyai tugas mel,akeanakan

kebijaksn keschatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalarn

rangka mendukung terwujudnya kecarnatan sehat.

P.{XAT I(OCRDINASI
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(3) Dalam mel,akaanakan tugas scbaBaimana dimaksud

dalam ayat (2), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. Fnyelenggaraan UKM tingkat pertarrra di wifayeh

kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di witayah

kerjanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Peaerintah Kabupaten Musi Rawas adalah pemilik

Puskeemas Air B€liti.

Pasal 7

(1) Bupati sebagai Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a. meqiaga pclayanan Puskcartas aSar Dasyarakat

tctap mcmiliki akses pada pclayanan kesehatan;

b. menjaga kesinambr.mgan pelayanan Puskeamas

sebagai bagian dari pelaya[an umum;

c. mengembangkan hrskesmas sesuai dengan

perkembangan ilmu dan tcknologi;

d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskeamas dalam rangka meningkat&an mutu
pelayanan; dan

e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

Puskesmas BLUD melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 8

(f) Femerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskcsmas

bertangungiawab:

a. terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskeemas acsuai dengan harapan masyarakat;

b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di
Puskesmas; dan



c. menutup delisit anggaran Puskesmas yang tnrkan

karena kesalahan dalam pengelolaan yang

dibuldikan dengal audit sccara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggungiawab atas

hrjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaian staf Puskesmas secara tledenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pa8al 9

Dalam menjaga tanggungiawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten memiliki s,ewenang

Bebagai b€rikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM

Puslcsmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

dan Pejabat Strulffrral;
c. mengangkat dan memberhentikan Tim Fenilai dafarr

rangka menilai usulan penetapan atau pencsbutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penil,aian kinerja

Puskesmas;

d. menetapken tarif layanan Puskesmss BLUD;

e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem rcmunerasi Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. mcmberikaa sanksi kepada pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan

penghargaan kepada pegawai yarrg berprestasi; dan

h. kewenangan lain eesuai peraturan perundang-

undangan.

BAB UI

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasat lO

(1) Organisasi Puskesmas Air Beliti terdiri:
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(3)

b. bpla Srb Baeiar Tbh Usaha;

c- Ia 'lFErgiavrb I] rya r.rrsrtr faesya'alot
(rIHf;

<L pcqpegtmgirrab Uprya

kmrugan(tX?l;a-n
fcrcbarm

e. ma'oungiavab jarnttp paevma hr&smas
de Jej@ e P&Yaran lca.r'-r*'t-

Bagm *lfurr ctegdnaa ,lip'Llud
,l,btrr lbsal fO ryat (f) Ecaatrm rl9lrrn r,rntrir,- I
hranrmBqatiinl
t(epala Puslasoas E|4nU scaary ltsaga
Xeschah danBtn t ilFia s.SaSEi bc?ikut:

a- '' d ' pdtoEka mliry rcodah se}ma Ffl &n
rrrrrnm{i krybd testhatan

marysrafaq

b- rnff' Lqio di ltrE&csma8 ,rrini,n r 2 pu) tahrm;

dan

c. tdrh al8ftr,ti paamaa raq;rnar h,rrlcsaas.
AcpaIa Pusksmas ter@tmgiapaa ates sduruh
l.F8iqtrrr di ltsbcrhrs.
Ddm r .l,.Lenlrt n t-'rtqpg Fyab fEpala

hfuas urtacaoel-n dqr

keh*{na ambtr @a Prrrtpmas kepada Oinas

Kcs.bffi rrhrpatt o-

I(afalc $tb Rog'-a TUia Umha, rrrrnfsgehi bcbcr.apa

tr€irt^rr disnta611ya S[st-'n la&6ai Pus&camj3r

kpcSarrriE, ruoah iplrc?r, dm ktrilEm-
kaDEgDgtsEab IrXU Esasiat da l(cpcrawafan

mcmhgehl
a- pelayamn promi lcsefraian tcrmanlk t KS;

b. pt{aymm ke*betan litryhegqn;
c. pdryanmBIA-IGJtm8brrdht UXfG

a. pelayaom girnyangffitllru;
c. pclaymm reahaD rlm p.nscodafan

pcayatiQ daa

f. pdayanm &Epcraxatea f.?$'r,r'n Easjlataksf-

(41

(sl

(6t
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(8) kns4gtng}rrab t U hoSEnhDSro trErrlErahil

a- pdqaea BcSffi.tua;
b. pdeymam licstt.rm G*iIssyeat4
c. pdrymm Xcsehetan lltdiioaal r.E{L'n ir-;
d. pdaymaa lfeachatm OsbraSB;

e- PdaYarlm Ke3thatra lialFx;
f- pdalr m l(cchatm r-'Ei';
g. pc&granaa l(.rrbtu fEj.U &'l
h- Pc&tYanan Keshatan l-'-'!Ya-

(9) RDangBrDtireab IrP, &fuEaldan, ,r-'r

Laboralritm membagahi hcbcra|n l!.qirtrn, Jraihr:

a- pdryanmptucefuaalmrm;
b- pdaymaab*Aatm dgidmmftq
c- pda!7mm KA-XBrrr.gtcrsihtUB
d- pdaFoan Eamtdanrat
c. pdryaDan dziyarybcnetU@
f. pt ryman pcrslirq
g; pdryaar rard ioalE

n. @yarao ffirm*4
i pdryaoan labmatmnrm; aq'r

j. FeyaD8n rasatjslao-
(1Ol JariryE &lm8D PtrL .l- JebErD fsyatrEEs

rrgrrtrgrahi.

a- I,rEfcffiJ RDEantf
b prrecloas Mis6
c. tilaa Desa; &a
d- ielriqhstus pdaFua eclcbeh-

(f f, Presa! DcoydcoEarak8a urya bctatr[
rok t pcr rla ,L" rllqra lcs.{Fran

pcrsc6anAE tinpL.r lEtma-
(fQ Uprya bsc$at n d ,tk'r|ralrrrr secara Eintegrai

a- bcrtedncrnhug6-

I),i;a.l-F i.iooiDlir;



RrEiarlf€ftra

Pejabat hgdda
Erd 11

(11 &hbd p.otdola BtrIrD diri atas:

a- tEi-lFin Bf.[rD;

b. PeFr-t ftuangE dm.

c. pitbatT&is (rur' lEgFr&b FogrEn).

paSLra &tiEa
hgErttoian Ejrbd ftDEdola

hsal 12

(f) k&ht pc!8dda BLUID| ai.'tskxr &n dibcrben-'Ln
oleh &Ipatl

(a nmiqin BLIrD balryl[e*rrab tTl<ra hlFti
''rJ-h!i ITFI' DriDar ffcdat-n

(31 Ejabat KaEngsrt &- EFbat lblois BIIID
x'P'd" RriEPiE BIIjD.

Rqgrqn r(certtpt

mgyaram Setagai kiabat F4dda
Ptlal f3

tll hgElglatan dalam nibaia Ln lEeryatar
pcjabet lEgdola BIIJD sehagaimaDa .rilYlrL:ard pada

mlaf f2 aFt {1), dimryh berdararh bq'effisi
dan bfnmban gahik li*'ria ratrg r.'rut

(2 fompct"xl sc@aiDtla ,rifrrr.srd daIil aFt (f),
tprn 'rrf-rt dm Lpahli.rr lr.org dinr fti

oleh Fjabat BIfrD bcrr4ra paBetahuan

kcrei'am@an, dan .iL.t' Fihfu ru dipcfuhen

dafam ot ahaaaan lr*B dani$dtr rF
(31 KchrUrhan pral*ik bisois Jrang 3.bat sebagairatra

dirnarrsrd d.lorrr ajrajt (fl, ncrupaLm fcpcntingan

BUrD rmlrrk nenforgl.adsn tincrF fcuangaD dan

non &anryrn t.rdas{h kdrloh-Lailoh

manalmyangbaiL

I
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(f) ryerat rtrt daPat rri rltket mlUi miryA
hrs&csmos BIIID adalah:

lF'laEF hcschataE SEafie.l yog 'r-'rr!tr ''yar
kanrrtFrm, r.Fhli,r, nrbgriBr UpariEtritran,
&rr dhtsnah Fgd.nan di bidq
ftr&s6BlIrD;
bcr' 'trrqr baft do- nF nitilri d.dikasi urtuk
zrr-rrglrrrl"rrt*:rn '*erll guna lcamdtulm
PrxbcmssBUJD;
nFrncrnr$i syaraa raniEi$l,:i bcga7ai1m &n
kualiftadlrtatgru
pi'r'I'i]'.n Ptrslcsloas BIIID yang bcrasal dari Nor

PlrIS, i{qsrterl Fda ha^if q[ feesrafaa aan

bganuo@andpqac)
Dta hrir di Pnrtcrt-r rnhi'Fr 2 $n) tahm;
&r

f- r,r^h!@ihnipd rilB'lrrrq'rqts'n€lhrrkroas,
(2) SFmt ','lrl,& aialdk-r il-n'.fi Pgatat blm8Er

Emuhi kiEir bblits, integrita!'

kcpiqtuan;
bcifalar bclaloDg pcrOaflrm sarjma diulamalen
' "-nghesehsEo, eUmi dmatnnten$
Fi&d fe;rratotaa BIIrD bans bcres.l dari PNS;

rn-:, brja di pustrElrrp 'nirlirrl.t 2 (&I8l tahl4
haldskuan baik &rr dihi dcditasi urtrrk
ttrrrgErrrtg t*rn lsaha gt4a |<Frrp xririrt
kreqgm;
cahp Eclahrl@ pcrlrrffin huhm .t - tidak

pcrEh mjad pcocAEoa harmgm pcrulakn
Ftrg.dtuyatakm pElig

mmuhi sltarat ,rrtnin;trF3i bpegavaian dan

krulffiltqei jaba;@, dqn

c-

d-

G-

I
.C ilUi!1[t

,\DII{ASI



h. diur,rnaken mempr.rny4i l4tar belakeng

pendidikan paling rendah Dg dan mempunyai

pcngaLmen di bidang keuangan etau akuntansi

dan keadninistrasian.

(3) Syaret untuk dirngkat menjadi Fejebet Teknis

adalah:

memenuhi kriGria lreahlian, integritrs,

kepemimpinan;

bcrkelekuan baik den mcmiliki dedikesi untuk
mengembangkan kegietan teknis di bidangnya;

memenuhi syaret edminirtresi kepegawaian dan

kualillkasi jabatan; dan

diutemekan mempuny&i later betekeng

pcndidikan paling rendah D3 daa mempunyai

pcngelemen di bidang teknis yang 6er{iedi

tanggungiawabnya.

Bagien Kclima

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

c.

d.

ksel 1$

(1) Pemimpin BLUD bertanggungiawab terhadap

operesi,ond den keuangen BLUD sacare unum.
(2) Pejabat Keuangen BLUD bcrtanggungiawab terhadap

keuangsn BLUD.

(3) Pejabat Teknis BLUD bertanggungiawab terhadap

mutu, etenderis&si, administresi, peningkaten

kualitas sumbcr daya manusia, dan pcningketan

sumbcr daya la.innya.

Bagian Kecnam

I{ak dan Icwajiban Pejabat Fengelola dan Pegawai

Pa8al 16

&iabat pengelola mempunyai hak:

(1) Mendepatlan remunerssi scsuai dengan kctenturn
peraturan perundang-undangan dan kemamprran

lreuangan dacrah;

Vl.



(2) Mengelola sumber daya i€auai dengan fleksibilitas

yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

(U Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dal^'" Pasal

1l syat (e), mempunyai tugas den kewejiben:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendelikan, den mengevduasi

penyelenggaraan kegiatan BLt D;

b. menyusun ren8tra bisnis BLUD;

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pejabat teknis kepa& kepa.la daerah sesuai

ketenhren;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan

BLUD selain pejabet yang teleh ditetapkan dengqn

pcraturan perundang-undaagan; dan

f. menyampaikan dan memperten

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Fejabat keuangan BLUD scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 1l ayet (b), mempunyai tuges den

kewajiban:

a, mengkoordinasikan penJ rsunen RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melalnrka-n pengclolaan pendapatan dan bigya;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. mela.lnrkan pengelolaanutang-piutang;

f. menprsun kebiiakan pengelolaan balang, aset

tetaf, dan investasi;

menyelenggarakan sistem informasi manajemen

kcuangan; dan

menyelcnggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan.

(3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (c) mempunyai tugas dan kewajiban:

h.

it- r .i16 r:r : :11rtrl



a. menJrusun perencanaan

dibidangnya;

kcgiatan tcknig

b. melaksanakan kegiatan teknis eesuai RBA; dan

c. Ecmpertanggungiawabkan kinerja operasional

dibidangnya.

Bagian Ketujuh

Iarangan dan Femberhentian Pejabat Pengelola dan

Pegawai

Pasal 18

Iararuan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan

kehormatan atau martabat pemerintah kabupatcn;

b. menyalahgunakan wewenang;

c. mcnjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang l,ain dengan menggunakan

kewenangan orang lain;

d. mcmili&i, menjual, membeli,

menlrcwakan, atau meminjamkan barang baik

atau tidak bergerak, dokumen atau surat

berharga milik pemerintah kabupatcn sccara tidak

sah;

e. mel,akuken kegiatan bersama deargan atasan, teman

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya deagnn tujuar
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,

yang aecara langsung atau tida* langsung merugikan

pemerintah kabupaten;

f, melakukan suatu tindekan atau tidak melakukan

suatu tindakan yang dapat men8halangi atau

memtr errulit salah satu pihak yang aiUyani setfngge

mengakibatkan Lerugisn bagi yang dilayani;

g. menghalangi bedalamya tugas kedirnsan;

h. mencalonkan did sebagai calon kepala

daeral/DPR/DPD/DPRD;



l.

ikut serta ,lFh'n karnparrye calon Presiden/Wakil

Presiderr, DPR, DPD, atau DPRD;

memberi dukungan kepa.da calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara tcrlibat

dafam kegiatan kampanye.

Fa88l 19

(1) Pejabat Pengelola hrskesmas BLUD diberhentikan

karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan secara tetap selama 3 (tigs) bulan

berturut-turut;

c. tidak melakssnakan tugag

dengan baik;

d. melanggar kebliakan atau

lain yang telah ditrtapkan;

e, mengundurkan diri karena

atau

f. terlibat dalam suatu yang melartggar

hukum.

(2) Fembcrhentian Pejabat Pengglola Puskesmas BLUD

yang berasal dari Non Fegawai Negeri Sipil diratur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB M
PENGEIOMPOKAN FUNGSI

Pasal 20

Fungai pelayanan Puskeemas Air Beliti didaearkan pada

fungsi pelayanan yang meliputi Upaya Keschatan

Macyara&at (UKMI, Upaya Keeehatan Pers€orangan

(Uiq, Jaringsn Pelayanan Puskesmas dan Jaringan

Fasyankes serta fungBi Fndukuttg petrayanan.

Pasal 21

Fungsi pendukung scbagEimarE ters€but pada Pasal 20

meliputi fungsi manajemen puskesmas datr Satuan

Pengawas Intemal,

dan kewajibannya

ketentuan-ketentuan

alasan yang patuq

i1
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Pawl22

(f) Tugas pokok Satuan Pengawas Internal:

a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan operasional

BLUD Puslcsmaa;

b. menilai pergendalian pengelolaan dan

pelaksanaan kcgiatan BLUD hrskesmas; dan

c. memberikan aaran perbaikan kepada Kepala

Puskesmas.

(2) hrngsi Satuan Fengawas Intcrna.l adalah:

a. pelaksana pcngawasan terhadap sesala lcgiatan

BLUD Puskesmas keuangan dan pelayanan;

b. lrnelusuran kebenaran l,aporan atau informasi

tentang penyimpangan yang terjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas fungsional.

(3) Satuan Pcngawas Internal dibentuk dan di tetapkan

dengan keputusan Kepola Puskesmas;

(4) Sahran Pengawas Intemel berk€dudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;

(5) Satuan Pengawas Intemal diangl€t dan

diberhenti&an oleh Kepala Puskesrnas.

BAB V

PROSEDUR KER.'A

Pasal 23

(f) Proscdur ke{a sctiap proscs pengelolaan manqierid

dan pelayanan telah didokumentasikan .l'la"n

Strmd@r aperut@ Prorrdrue (SOn. SOP

acuan begi s€luruh petugas di dalam melaksanakan

peke{iaan. Acuan peraksanaan pckeiaan merupalmn

bagian vital dalam pengelolaan Puskesmas dan

diharapkan merupskan suatu standar baku dalarr

proscs bisnis Puskesmas sehingga pclayanan kepeda

seh:ruh pengguna dapat mencapai standar yang

diinginkan.



(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (U tercantum dalam Laopiran U Feraturan

Bupati ini.

BAB VI

ESEI.OMSASI

Pasal 24

(U Eselonisasi Fejabat Pengelola Puskesmas BLUD

disesuaikan dengan ket€ntuan Feraturan Perundang-

Undangan.

(2) Jika Pejabat Pengelola Puskesmas BLt D sebagaimana

dirnnlrs'd dalam ayat (1) berasaf dari Non Pegawai

Negeri Sipil, maka hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

BABvII
PENGEIOIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana

dirneksud merupakan pengaturan dan kebijakan yaag

jelas mcngenai sumber daya manusia yang

berorientasi pada pemcnuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian

tujuan orgranisasi secara efsien, efel;tif, dan

produktif.

(2) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga

kesehatan dan Gnaga non kesehatan.

(3) Jenis dafl jumlah tenaga kceehatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang

diselenggarakan, jumlah penduduk dan

pcrsebarannya, Iqralrtcristik wilayah kcrja, luas

wilayah kerja, keterscdiaan fasilitas pclayanan

keschatsn tingkat pertana lainnya di wilayah kerja

dan pembagian waknr kerja.

;;",;,;,;l
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(4l JG[b lmSB hsehsian r:'g rftli&ir diri atss:

a- .I.tu?r aEr.LrlrrE tryman pic;
b- dlfu ri8i;
c. p(rffit qEt

d- bilaq
c. teoaga &csdatan

{. tcraF tintkutr8@ ffirri lilrgfa-lE n;

g; 'hli l@i labqal(iuEEcd&
b_ r.'l,gr gir4

i rpzrrer hfuoasian; darr

j. peretrmmcdik-

{51 ftna8l m kca.Sah krB dryi
bghh htal8rrsaham' affiad Utmgm'
r$steo inkmas4 dan *"gtst'- opcrainal LiD di

PuCasaG-
(6| Ta.Ar Hatm di Prfuas harus be*crlr scsai

df'fgr'. *aldar pr*si, rtmdr pdryanm, mdar
I,IBdur opcrad@al, ctih gen, "r?rldtrytnrtt hak

paEi:o, scrta mcnguhatao kspcntiryaa dan

keselamafan [a*t' a-'gF- ilFrrtlgll,rilrn

kestiamtan dan llcacham dfuirye dalan bc&Grj&

f4 Seiliap TrnaGE X&bn ym8 bdGjlr di Puslcsoas

hans ,,-'rititi srI'st izin gatt tr scsrtai trlrntmn
pcraE['aE FundaDg:urdaD8an-

(8) I(ehn aa oqFaai Fgddaa[ SDI m PltS

dianrr lffi lanjut ,r"'Sr- &r:atran h4ari milai
dsri tEkutmca, sdchi, pco8mtlatar, pcr€oPah,
mrrta-si, pmosi, ,awd FEtiM, 'nrrPi dryrr
pemuArsar hutnrrBEn kcrla mmasut peosim.

BAB VItr

RED.T.,NERASI

Falal25
(rl &iabat BIIrD drD pegarai BUrD dapat

javab du urntrrtan lr*Aualire Vag dipetll*ao-

: ' : ii::ccn!-lirl {sl

i$1C :1'lliL-ill



(21 R.otmad scbaglimna dilnat!'-r ddaB ryat (fL
iEbalm tlrlF rc .tatld h.rE GijL

tIJBlEgB t@, frn.Erirn, irrll.itif, b.rc .i'r

Frlbal FraEg@.Ln/-rrrr pc riun-

(31 Ref,utrrtrasi rlinrolovl dalea aFt lf),
rlnrrrt EurD-Prrs&cs@as afutaptcn olch h{,ati
bcrdasrtan uulan pcoiryio EIrI}.Ptrr&E3oas
rlrielr.i r.!al, Ditr s l(rsefimn-

(4l hctafm rEmulcrasi pcmiqin BUrD
frhiE--Erft r yarg bcrdasanlon:

a- utur8 GnE4 .l-r jrElah asct yarg .lilelol,r

AII,O, $ngl.r,t pdryrmm Gta Foerffis;
b. Pcrtiml-nggn prsstnsqnqra d.rlgrn industri

pctaym sejcrtq
c. I 'ErrrJir.n BUrD bcr1san8laen;

&D
d. kio.+r opcrasimal BIIID yang ditctNdlar olrh

Brq,cd d.ri8Fn antara bin
indkaffi @at!an" mutu dan

manfrat rsg, rnasyralmf
Remllcad pej{tat Usrgm .r^n Fjabat tclmis

diEtq @ poliry baryee scbcsar 9(,16 {mHan
Frhrh p.tu) dari rcmrcad pcoiqin BIIJD.

Rcmlm.rad Ei pclrbat ocagrlola dan pcsarai BIIrD
sebagEimaDa airrlrl<.rl pada ry8t p), &pat rrihitrng

berdasartm itumetrn pedeAa-

& pcoAalama!,1,rr .ru*' kF (6csicilded'
b. lccrm@aa, ihu pcogEtahraE dan pcrilaku

(srydryi@;
c. dsflo kEF (rirft Aad€d;

e- jarerrn Jraog.lkcrrr'ng lpos bni@, A^n

(s)

{6}

1-.



l7'l Bagi pejabat pcngelola dan pegawai BI,(JD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti

peraturan perundang-rmdangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tanbahan

penghasilan scsuai remunerasi yang ditetapkan oleb

Bupa.ti.

pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari
jabatannya mempercleh penghasilan sebesar 5096

(limfl, puluh persen) dari remunerasi/honorarium

blrfan terakhir yang berlaku sejak tanggal

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan defmitif tentang jabetan yang

bersangkutan.

(9) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan lrcmampuan keuangan

daerah.

BAB IX

STANDAR PELAYANAN MIMMAL

Pasal 27

(1) Untuk menjamin keterscdiaan, ket€rjangkauan, dan

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pclayanan minimal BLLID

dengan peraturan Bupati;

(2) Standar pelayanan minimal scbagafunana dimaksud

pads ayat (1) dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimsLsud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas
pemerataan, dan kesetaraan layanan serta

keoudahan untuk mendapstLan l,ayanan.

(4) Standsr pelayanan minimaf harus memenuhi

persyaratan:

a. fokus padajenis pelayanan;

b. terukuq

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waku.

(8)

PAPIF I(OORDIN.{SI



(s) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiratan

pelayanan yang menunjang terwqiudnya tugas dan

tungsi BLUD.

Terukur sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) huruf

b, merupakan kegiatan yang pencaPaiannya dapat

dfudlai sesuai dengan stafldar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, daPat dihitung

tingkat pencapaiannya, raeional, 3€8uai kemamPuan

dan tingkat pemanfaatamya.

Relevan dsn dapat diandafkan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitafl dan dapat dipercaya untuk

menunjang tugas dan fungpi BLUD.

Tepat walfir se$qgqi"hnna dimaksud Pada ayat (4)

huruf e, merupakan keeesuaian jadwal dan kegiatan

pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF I.AYANAN

Pasal 28

BLUD dapat memurlgut biaya kepada masyarakat

eebsgBi imbslan atas berang dsn/stau jasa hyanen

yang dibcrikan.

Imbalan atas barang dan/atau jaBa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dit€tapkan

dal,am bentuk tarif yang disusun atas dasar

perhitrmgen biaya satuan per unit layansn atau hasil

perinvestasi dana.

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan

untuk menutup ssluruh atau sebagian dari biaya per

unit layanan.

(6)

(71

(8)

(e)

(r)

(21

(3)



Fl Tadf layaan dimalrrrYl Fda ryar P),

dapot b.rupa bcsaa[ eif er p0re t4if ffirri i.sis
tryaaaa BIIID yang hr.mEhilan

(q tarit tayaom BIIrI>htC@ durtrrao olch

pcmiqin BIIrD &cpeda hryati l*bi Xcda Diras

KccabatatL

@ furif $ana scbat,fuaoa dimafsnd pada ryat (51,

diffiDba dcrgm PGrerrE BuPaE rlan

disailpaiean hpada dmfiaaa DPfD.

t{ mtapan tarif layaran scbgriEne 'ri'!"ks'd Fda
aFt Fl, mFrtimbangkan Ldimritas d.n

pfn8cmbaDgE l8ryaran, daya b.li masrarakail, sta
@EtidFoSErhd

(Q Bupdi dah Dcoctaq{ran tcsare wif c.baSainana
dirnrkod mda qat (O, dryr mcmbcatuk ri,n

(91 hnbcatut en tim sebegnimana dirrr.L€-l pada ryst
(El, diffipeao obh h4erireng LF-r.l&eFdapat
berasal &ri
a- Pcmlina rPkni';

b. pcohina kuaDBAn;

c. unsur tErguruan tiogB+ dan

d. leilbaga Fo&st
(1o) kafirm hrfii mrogr8si tsrif lsymm BxIrD daFt

dit krrtrrr suai bhfirhr d.rr

pcrfr;lnbanga[ eEadam-

(ff) kubahan tarif @aiama di,tl.Lr'xl pada sJ,at

{fO}, d4at ,liLrkrrh''! wa lcsdunrhan Ear{run
pcr uit &ymaa-

(fa Pioes pcrubahan tarif *@aimana diuakud pda
ay,at (fq dr! ayat (f f)' mrt'crrimrsngtar|
kmtinuitas dan pcrgcmbongan laFD8r, daya bcfi

'r'r*!''r.r.ff, sta koopai{ prg setal

I r-ir.rc rutit lt



(r)

l2l

(31

EAB XI
PEITGEIIX.ITA TH,,AI'GAN

Bagin lfcsatu
fdaFtan
H2!)

Rodryatan BIffO da@ kank dat
a. jasr $ranan;
b. }tirprt;
c- hrsil krrF.rr:lq rr+.ngvr sihak r.in;
d. APq
c- rlPBla; dan
f bin-feia pendapam EIID 5rang *.h
tud@n BIIrD yaa bcrs.mber dri i.E fryern
setEtEima,li'rr't rd Ede ayat (l) frrruf a, b6upa

imbalaa yarg dipercLlr dari ia3. lryanan yang

dib.riha kepada Ea.tralat.
Eodapah B rD Jrang bersrmhcr dari hihah

sebagaimana dirnekrlrtl pa.r' eyat (fl huruf b, daPat

bcrlry.h:hh uAIat.l.Ir h at tllak EfuL
(41 tlasil lraFsams dcngqg Efhak lain scbae.i,aDa

.tirn trlvl rda ry8t (f) hlruf c, &Ft hGrIIF
paoteUo Ari rcrjasana ops'asional, Ea 'YstJEr.,
iarr r*rDl* l*innJra ymg rr:'Efirlt'rlg trrgc dm frDttn
BII'D.

(c tudaDataa BUrD J'aog bcrsrmbcr dei AIBD
iri'rr krrd rda qrat (I) twuf d, dapat

hcflrF FndaDatan FrA bcrasal &ri oeisa.d krEdit
.ngg-"r'r pEmcrinEh kahrptu bukan dari t oi-tarl

panfiryaan APBD.

(61 Feod.paEn BIIrD ,aDg berarmbcr dad I\PBN

Echogtima .lim.kxEl Fd,' ayat (f) hrr{ e, &I.at

bcnAa p€ndapatm yaog beraral &ri pcmintah
,lal.'n regta pdaksaDEm fucnrrasi &n/atau
tuEas p.ilhnlrlan &t lain&in-

(4 g.lrD &lzrn rrrelalr*aaabn nxEtn n ddmrEot'asi
&n/atau lugn$ Pcmbartla[-rit,kll'd
pada ryat (6), prrc pogdolaan eeuaryan

discJcngararian $cara bcrdnsadran

ketcntuan rag berlahr dalq''r fteJalsalaan APBN.



(8) Lainlain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dima-ksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/ atau jasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlalrukan scsuai peruntukannya.

(11) Seluruh pendapatan BLUD s€bagaimana dimaksud

dalam ayat (l) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,

dilaksanakaa melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya

non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
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(3) Biaya non operasional sebagaimana tlimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagEimana dif,akud Pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai Fwram peningkatan

kegatan pelayanan, dan kegiatan

pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatsn scbagaimana

dirnalcud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kegiatan.

(6) Biaya operasional sebagaima-na dimaksud pada ayat

(2), terdiri dari:

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biaya umum dan admini8trasi.

(A Biaya pelayanan scbagairaana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(8) Biaya umum dan administrasi sebsSaimana

dirnakgud pada ayat (6) huruf b, mencakup seluruh

biaya operasional yang tidak berhubungan langeung

dengan kegiratan pelayanan.

(9) Bieya pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat

(7), tetdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

c. biaya barang dan jasa; den biaya pelayanan lain-

lain.

(1O) Biaya uraum dan administrasi sebagaimana pada

eyat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administraEi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

P,q-RI6oEDIflASI
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e. biaya promosi; dan

I biaya umum dan administasi lain-lain.

(11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lainlain.
(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yartg bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf

a, huruf b, huruf c, dan htrruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan

dengan menebitkan SPM Pengesahan yang dilampiri

dengar Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SP'[J);

(14) Pengeluamn Biaya BLUD diberikaa fleksibilitas

dengaa mempertirnbangkan volume kegiatan

pelayanan.

(15) Fleksibi[tas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signilikan dengan

perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA

yang telah ditet,Fkan secara definitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimara

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah meLalui

Kepala Dinas Kesehatan.
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(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapka-n dengan besaran persentase.

(2O) Besararr persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD-

(21) Besaran pers€ntase sebagaimana dimaksud pada ayat

(20), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,

rasional dan dapat dipertanSgungiawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dar Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD menlrusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pemyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran trrncapaian kinerja, rencala
pencapaian Uma tahunan dan proyeksi keualgan

lima tahunan BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dar citra yang ingin

dirrrjudkan.
(4) Misi sebagdmana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agal tujuan organisasi

dapat terlaksara sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai

dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan keudala yang ada atau mungkin timbul.

30i
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{6)Pengukuran pencapaian kinerja s€bageimana

dimctsud pada ayat (2), memuat pcngukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil

kegiatan dengan digertai analiais atas fa.ldor-faldor

internal dan eksternal yang mernpengaruhi

tercapainya kinerja.

(71 Rencana pencapaian li"na tahunan s€bagaimana

di"nFLaud pada ayat (21, memuat rencana capa.ian

kinerja Flayanan tahunan sela.Ea 5 (lima) tahun.

(8) koyeksi keuangan lirrrc tahunan eebagaimana

dimaksud pada ayat (21, memuat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BI,UD seb€Aaimana dimaksud pada

ayat (U, dipergunakan s€bagai dasar penyusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD menyuaun RBA t hunan yang bcrpedoman

kepa.da renetra bienis BLUD.

(11) Penyu8unan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), disusun berdasarkan prineip anggaran berbaeis

kinerja perhitungan akuntansi birya menurut jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari

ma8yaratat, badan lain, APtsD, APBN dan sunber-

sumber pendapat n BLUD lairurya.

(12) RBA mcrupatan penjabaran lebih lanjut dati program

dan kegiatan BLID den8ian berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(f3) RBA scbagaimana dimakud dct,',Y| ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. aeumsi rnpk P dan miho;
c. target kinerja;

d. analisie dan pcrkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. angaran pendapatan dan biaya;
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g. besaran p€rsentasc ambang batas;

h, prognosa Laporan keuangan;

i. perkiraan maj\ (forutard estima,teli

j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

k. ringkasan pendapata[ dan biaya untuk

konsolidasi dcngan RKA-Dinas Ke8chatan/ APBD.

t14) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (13)' disertai

dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

(151 Kinerja tahun berjafan EebaAaimana dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. ha8il kegiatan ueaha;

b. fahor yang mempcngaruhi kinerja;

c. pcrbandingan RBA tahun b€rjalan dengan

realisasi;

d. l,aporan ketrangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain ysng perlu ditindaklanjud

aehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

berjalan.

(16) Asumsi rnako dan mikr,o oebagaimana dimakspd

pada ayat (13) huruf b, antara lain:

a. tingkat inllaai;

b. permmbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e, volume palayanan.

(f7) Target kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf c, antara lain:

a. perkiraan pencapaian kinerja pclayanan; dan

b. pcrkiraan keuangan pada tahun yans

direncarakan.
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(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau
jasa pelayanan yang diberikan, setelah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan

volume barang darl/ atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkiram harga sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan

seperti t€rc€rmin dari tarif layanan.

(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatalan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimal<sud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keualgan tahun be{alan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan majt (forutard estimate) sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf i, merupakan

perhitungan kebututran dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan gurla

memastikan kesinambungan program dan kogiatan

yang telah disetujui da-n menjadi dasar penlmsunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huuJ j, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
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(25) Ringka8an pen&Patan dan biaya rmtuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas ltuEehatan/APtsD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakal

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengnn format RKA-Dinas

Icsehatan/APtsD.

(26) Untuk BLUD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dirnnlreud dalam ayat (l2l dieusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebaAaimana dirnaktud pada ayat (26),

dipcrsamakan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas l(esehatan untuk

dibahas eebagai bagian dari RKA-Dinas lGEehatsn.

(29) RKA-Dinas Keschatsn beserta RBA sebagaimana

dimakeud pa.da ayat (281, disampaikan kePada

Pejabet Fengelola Keuangan Daerah (PFKD).

(3o) RBA acbagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan bescrta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Anggamn Pemerintah Daerah OAID)
untuk dilekULal penel,aahan-

(3U RBA yang telah dilekrrkan penelaahan oleh TAPD

s€baAaimana dimaksud pada ayat (3O), disampaiLan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tcntang APBD.

(32) Setelah Rsncangan Feraturan Daerah tentang AI'BD

sebagaimana dimaksud dale"r ayat (3f) ditctapkan

menjadi Feraturan Daerah, BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA rmtuk

dit€tapkan menjadi RBA definitif.

(33) RBA definitif sebagaimana rlirnqLsud d€dam ayat (32),

dipakai seb€gai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk
di{ukan kcpada Pejabat Pcngelola Keuangan Da€rah.
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(i)

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara la.in:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pela-ksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalarn ayat (2), menjadi dasar

penarikan dana yang bereumber dari APBD.

Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(misrutctt) jumlah kas yarrg tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jutr ah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan

dalam DPA-BLUD.

DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kineda yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)
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(6) Perryusunan laporan keuangan sebagaimana

dimaksrrd dal,am ayat (4) dan ddam ayat (5) untuk

kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan

standar akuntansi pemerintah.

BAB )qI

PENGEIOI.AAN SUMBER DAYA I.AIN

Pasal 35

(1) Sumber daya l,ain adqlqh seluruh aset dan lcegiaran

yang menghasilkan dihrar pendapatan

opcrasional dan dikelol,a olch Puskcaeas.

(2) Pengelolaan sumber daya lain diupayalen untuk

meningkatkan mutu pel,ayanan dan operasional scrta

kelancaran tugas pokok dan fungsi PusLesmas.

(31 Fengelolasn sumber daya 5rang b€rupe alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berka.la.

(4) Sistcm pengelolaan surnber dalra lain disusulkan oleh

Kepala Puskesmas melalui Kcpala DinaB KeE hatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB)(II
PENGEIPIAAN UNGKT]NGAN

Pasal 36

(1) Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Puskesmas

wajib mengelola limbah Puskemas melalui

penJrusunan UPL (Upaya Fengelolaan l,ingkugan)
dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) scsuai

dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

(2) Pengelotaan limbah sebageimana dimaksud pada ayat

(1) meuputi pengelolsan limbah padat dan cair,

pengawasan, dan pengendalian vektor.

{3) Fengelolsan limbah cair wajib memenuhi Eyarat baku

mutu yang ditctapkan Bccara flaaional dan regional

meliputi pengelolaan gecara Li'niewi, fisik dan biologis

sebelum dibuang ke lingkungan.

' 38:i,nonr's; 1

,1pl'



(4)

(s)

Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskeemag

wajib memisahkan sampah media dari sampa.h non

medis.

Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi

ketenhran peraturan perundang-undangan.

BAB 
'(rVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembina6n
Pasal 37

Peobinaan tekrrie Puskesmas ditakukan oleh Ikpala
Dinas lGsehatan-

Pembinaan keuangan Rrskesmas ditrakukan oleh

Pejabat Pengelola lGuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua

PengawaBen

Pasal 38

Pengawasan PuskesEraa dilakukan oleh Inspcktorat

Kabupatcn.

Pengawaean operasional dapat dilakukan oleh

Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMIAIAN KINER.IA

Pasal 39

(f) Evaluasi dan penilaien Kinerja BlUD-Puskesmas

dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aatrrk

keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi yang ditql<l'ksn sebaAaimana dimaksud

pada ayat (fl, dipergunakan untuk mengukur

tingkat pencspaian hasil PPK-BLUD sebageimana

ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (Renstra

Biuris) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

(u

(21

(11

(21
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Diundangkan di Muara Beliti
pada tsnggd 6 <epwdr zots
SEKRETARIS DAERATT

KABI,'PATEN MUSI RAWAS,

BERITA DAERAH KABT'PATEN MUSI RA\I/AS TAHI,JN 2OTS UOIT,ION.fd

BAB 
'(/IKETENTUAN IAIN.I,AIN

Pasal 40

Bupati berwenang untuk menetapkan bcrbagai

ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk
melaksanakan pola tata kelola ini, yang mcliputi

Peraturan Puskesmas, Peraturan tentang ketenaaasn,

serte peraturan Lain yang tidak dicantumkan dalam pola

tata kelola id atas usulan l(epala Puekesmas.

BABXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4l

Peraturan ini berlaku s€jak tanagal ditetap&an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Feraturan Bupati ini dengan

penempatsnnya dalam Berita Daerah l(abupatcn Musi

Rawas-

20t9
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IAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAtrIAS
NOMOR : S TAHUN 2OI9
TENIANG TATA KEIPI.A BADAN
IAYANAN UMUM DAERAH PADA
ruSAf, KESEHATAN MASYARAKAT
AIR BEL,rn KABUPATEN MUSI
RAWAS

PROSEDUR KER.IA PUSKESMAS AIR BEI.,III

SOP PBlayanan

A. SOP pada Upaya Kesehatan Perorangarx (UKS Rrskcsmas

Air Bcliti

,. SOP Pelayanan Gawat Daruaq

a. SOP Fenerimaan Pasien;

b. SOP Pelrulangan Pasien; dan

c. SOP PembayaJan Pasien:

1) Tunai

2) Non T\rnai

2. SOP Pelayanan Rawat Jalan;

a. SOP Peneriaaan ksien;
b. SOP Femulangan Pasien; dan

c. SOP Pcmbayaren Pasien:

1) Tunai

2) Non TUnai

3, SOP Persalinan;

4. soP Felaygrlan L€.boratoriuE s€derhana;

5. SOP Felayanan Fanaasi;

6. SOP Felayanan Gizi;

7. SOP Pelayanan Pasien l(eluarga Miskin;

8. SOP Pelayanan Rekam Medik;

9. SOP Pengelolaan Limbah;

tO. SOP Administrasi dan Manajemen;

11. SOP Fcl,ayartan Anbulans;

12. SOP Femcliharaan;

13. SOP Pencegahan dan Penggndalian Infcksi; dan

PAMT ITOORDII,I.4,::



SOP pada Upqya Xesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas

Air Beliti

1. SoP Pelayanan lGschatan lbu Hamil;

2. SOP Felayanan Keeehatan Ibu Bersalin;

3. SOP Pelayaaan lGschatan Bayi Baru lrhi4
4. SOP Feleyaran Ikschatan Balita;

5. SOP Pclayanan Kcsehatrn pada Usiq Fendidikan Dasar;

6, SoP Pelayanan Ke8chatan pada Usia Produldif;

7. SOP Petalransn l(ascheten pada Usia Lanju$

8. SOP Felayanan lcschatan Fenderita HiFrtensi;

9. SOP Felayanan lGschatan Penderite Diabctes Melitus;

10. SOP Perayanan IGseharaa Orang dengan GanElran Jiwa Berat;

lf.SOP Fclayanan l<e€chatan Orang dengan Tubcrkulosis (Its);

dan

12. SOP Felayanan IGo.hat8n Orang dengan Risiho Terinfeksi IIIV-

SOP Sclsin Felayanan

A. SOP Pegawai

1. soP RekruitEen Pegawai;

2. SoP Fengembangn dan Kompetenst dan

3. SOP Feaberhcntian Fegawai

B. SOP Saraoa dan Prasaratra

f. SOP Fengadsan

2. SOP Femeliharaan


